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ABSTRAK

UU SPPA Anak menegaskan bahwa penuntut umum anak wajib mengupayakan diversi apabila kasus pidana anak itu memenuhi syarat untuk dilakukan diversi. Pasal 365 KUHP: mengatur tentang pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mencuri. Pencurian semacam ini dapat dikenai pidana penjara selama maksimal 9 tahun. Pada Kasus ini pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak atau yang sering disebut dengan istilah begal. Pencurian dengan kekerasan baru-baru ini juga terjadi di Kota Padang tepatnya di daerah Jalan Sisingamaraja yang dilakukan oleh anak. Tindakan pencurian yang disertai dengan kekerasan tersebut dilakukan secara berkelompok yang berjumlah sekitar 5 orang anak. Rumusan masalah; a) Bagaimanakah perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan? b) Apa sajakah faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan?. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik dengan dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen dan dianalisis secara kualitatif. Simpulan Hasil Penelitian: 1) Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan, menegaskan bahwa penuntut umu anak wajib mengupayakan diversi apabila faktor kasus tersebut memnuhi syarat-syarat untuk dilakukannya diversi 2) faktor-faktor anak melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dikarenakan anak belum mengerti akibat dari perbuatan yang dilakukannya, yang sangat berpengaruh besar anak melakukan tindak pidana dari segi pergaulan sesame temannya yang mana anak belum berkembangan pola pikirnya.
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ABSTRACT
The Children's SPPA Law emphasizes that children's public prosecutors are obliged to seek diversion if the child's criminal case meets the requirements for diversion. Article 365 of the Criminal Code: regulates theft with violence or threats of violence against people with the intent to steal. This kind of theft can be subject to imprisonment for a maximum of 9 years. In this case, theft with violence was carried out by children or what is often referred to as robbery. Violent theft also recently occurred in Padang City, specifically in the Jalan Sisingamaraja area, which was carried out by children. The theft was accompanied by violence and was carried out by a group of around 5 children. Formulation of the problem; a) What is the legal protection for children who commit crimes of theft with violence? b) What are the factors that influence legal protection for children who commit crimes of theft with violence? This research uses a sociological juridical approach. The data sources used are primary data and secondary data. Techniques were collected through interviews and document studies and analyzed qualitatively. Conclusions from the research results: 1) Legal protection for children who commit crimes of theft with violence, confirming that child prosecutors are obliged to seek diversion if the factors in the case fulfill the requirements for diversion. 2) factors for children committing crimes of theft with violence because they are children do not yet understand the consequences of the actions they commit, which has a very big influence on children committing criminal acts in terms of their interactions with their peers, where their thinking patterns have not yet been developed.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.
Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, merumuskan pengertian anak sebagai berikut: ‘Anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin’, bahwa batas umur 21 tahun ditetapkan karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut. Seorang anak yang bermasalah berarti menjadi masalah bangsa, oleh karena itu kepentingan bagi anak menjadi pilihan yang harus diutamakan dalam menangani anak yang bermasalah atau berkonflik dengan hukum.
Untuk menjaga harkat dan martabat, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana anak. Berdasarkan nilai-nilai Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan beradab, maka sebagai bangsa yang bermatabat dan menjunjung tinggi nilai-nilai religiositas, maka permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum harus diberikan priotas terbaik untuk anak.
Setiap anak harus mendapatkan hak-haknya yang patut dijunjung tinggi tanpa anak tersebut meminta. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembagannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia.
Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Hal ini bertujuan demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera, jika terdapat suatu tindak pidana yang pelakunya adalah seorang anak, maka anak tersebut harus tetap dilindungi kepentingannya demi kelangsungan pertumbuhan anak maupun jiwa anak tersebut.
Pencurian merupakan suatu tindakan kejahatan yang seringkali terjadi di masyarakat dengan target berupa bangunan seperti rumah, kantor, atau tempat umum lainnya. Maraknya pencurian yang terjadi menimbulkan keresahan bagi warga masyarakat. Keresahan yang muncul di masyarakat bukan tanpa alasan, hal ini disebabkan oleh intensitas tindakan kejahatan pencurian yang begitu tinggi, tindakan pencurian dapat juga dilakukan oleh anak.

Permasalahan anak yang bermasalah dengan hukum, baik dalam posisi sebagai objek (victim) maupun anak sebagai subjek (pelaku) tindak pidana, merupakan permasalahan yang dihadapi semua negara. Anak seringkali terlibat tindak pidana pencurian dilatar belakangi beberapa faktor. Mulai dari faktor keluarga, lingkungan bahkan faktor dari dalam diri sendiri.
Faktor seseorang anak melakukan tindak pidana beraneka ragam antara lainnya, dikarenakan faktor ekonomi. Faktor ekonomi merupakan salah satu pendukung untuk anak melakukan tindak pidana pencurian.

Anak merupakan bagian dari generasi yang akan meneruskan cita-cita dan juga sebagai tumpuhan harapan bangsa dan negara. Peran orang tua sangat terpengaruh dalam perkembangan yang terjadi pada anak. Faktor-Faktor dalam kehidupan sosial yang sangat besar terpengaruh dari berbagai faktor yaitu tentang penanganan anak. Untuk melihat perkembangan di Indonesia perlu melihat keadaan Belanda tentang pemidanaan anak sebagai negara yang melatar belakangi terbentuknya hukum di Indonesia. Akan tetapi tidak semua hukum di Belanda berlaku di Indonesia. KUHP yang berlaku di Indonesia hanya memuat sebagian saja, antara lain dapat di lihat Pasal 45, 46, 

dan 47 KUHP dan Pasal-pasal lain yaitu Pasal 39 ayat (3), Pasal 40 serta Pasal 72 ayat (2) KUHP, yang ditunjukkan guna melindungi kepentingan anak.
Anak dalam hal ini dapat melakukan tindak pidana yaitu dengan melakukan pencurian, sedangkan pencurian didalam KUHP Pasal 365 dikenakan sanksi penjara selama maksimal 9 tahun. Akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak adalah yang belum berusia 18 tahun.
Pelindungan hukum di atur dimana anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang dan berpatisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi.

Secara umum hukum pidana berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidupannya yang berbeda-beda terkadang mengalami pertentangan antara satu dengan yang lainnya, yang dapat menimbulkan kerugian atau mengganggu kepentingan orang lain. Agar tidak menimbulkan kerugian dan mengganggu kepentingan orang lain dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut maka hukum memberikan aturan-aturan yang membatasi perbuatan manusia, sehingga ia tidak bisa berbuat sekehendak hatinya.
Peradilan pidana anak merupakan peradilan khusus dari bagian sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia, hal ini bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang biasa disingkat dengan SPPA, yang secara resmi menggantikan Undang-Undang Nomor  Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka terjadilah “era baru” perubahan paradigma hukum dalam peradilan pidana anak dari yang dulunya bersifat absolut dan masih menggunakan pendekatan paradigma hukum lama yang selalu mengedepankan bahwa setiap anak yang melakukan perbuatan (pidana) harus dibalas dengan hukuman yang setimpal atau kita kenal dengan istilah “hak untuk membalas secara setimpal” (ius talionis), dimana pendekatan tersebut tidak jauh berbeda dengan perlakuan terhadap orang dewasa yang melakukan tindak pidana.
Di Indonesia terjadi beberapa kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak atau yang sering disebut dengan istilah begal. Pencurian dengan kekerasan baru-baru ini juga terjadi di Kota Padang tepatnya di daerah Jalan Sisingamaraja yang dilakukan oleh anak. Tindakan pencurian yang disertai dengan kekerasan tersebut dilakukan secara berkelompok yang berjumlah sekitar 5 orang anak, mereka menggunakan sepeda motor dan senjata tajam berupa sebilah panjang. Kemudian saat melintas di jalan Sisingamaraja tepatnya depan kafe Taki-Taki, pelaku melihat sepasang korban yang mengendarai sepeda motor masing-masing. Pelaku lalu mendatangi korban dan mengarahkan senjata tajam sehingga korban ketakutan. Korban lari berboncengan, satu unit sepeda motornya tinggal dilokasi dan itulah yang di ambil oleh pelaku. Sepeda motor tersebut adalah jenis matic Honda Beat Warna Hitam Merah dengan nomor polisi BA 6257 AC, dari pengakuan pelaku motor tersebut telah mereka jual ke orang lain. Ketika melakukan aksinya para pelaku juga berperan mulai dari mengambil motor, menjual, serta membuka bodi sepeda motor agak tidak dikenali, dari tangan para pelaku polisi mengamankan parang panjang dan satu sepeda motor yang digunakan saat beraksi.
Oleh karena itu anak masih perlu pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan social secara utuh, agar tidak melakukan tindak pidana. Pembinaan dan perlindungan ini juga tidak mengecualikan bagi anak yang melakukan tindak pidana. Meskipun dalam hal ini anak melakukan tindak pidana pencurian dapat dikategorikan sebagai anak nakal.
Berdasarkan uraian diatas, maka saya tertarik untuk mengangkat judul skripsi“ PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI KASUS DI POLSEK PADANG TIMUR”.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan?
2. Apa sajakah faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan?
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
2. Untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

D. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis (sosio legal research) yaitu pendekatan penelitian yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat mempengaruhi hukum dan sebaliknya, serta bertolak dari pradigma ilmu empiris.
2. 
Sumber Data

a. Data Primer 
Data primer yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti berupa informasi yang berkaitan dengan permasalahan. Data primer ini berupa hasil wawancara dengan 3 (tiga) orang pegawai di Polsek Padang Timur, yaitu: IPDA Supriadi, S.H, Bapak Sunandar Pratama, S.H, Bapak Hartono, S.H
b. Data Sekunder 
Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan yang berhubungan dengan Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan / Statistik Kriminal.
3. Teknik Pengumpulan Data
a. Wawancara
Wawancara adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab secara lisan. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hokum tertulis dengan menggunakan content analysis yang berguna untuk mendapatkan buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, atau hasil peneletian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan permasalahan.
4. Analisis Data

Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis kualitatif. Karena mengahasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Kesimpulan dalam bentuk kalimat yang menggambarkan hasil penelitian.
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